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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Masyarakatminahasamengenalnorma yang 
berlakusecaraumumnamundalamkasuspertikaianantarwarga, 
normatersebutseakantidaktampak. Norma 
hidupdanberkembangdalamruanglingkuplingkuangantertentu, 
misalnyadalamlingkungankeluarga, sub-
etnismaupunpergaulandalamkelompokkecil. 
Situasitertentumenyebabkannorma-
normainiseakanhilangdalampergaulanhidupmasyarakatMinahasakhususnyama
syarakatModoinding. Kondisi-kondisi yang 
dimaksudbiasanyapadasaatmabukataupunpadasaatmempertahankankeselamat
anpribadidanmemjagasolidaritasantarsesamatemansepergaulan.Secaralangsun
gnorma-norma yang 
berlakuumuminibelummemadahiuntukdipakaisebagaisaranadalampenyelesaia
nkonflik horizontal yang terjadipadamasyarakat di KecamatanModoinding, 
KabupatenMinahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. 
2. Formulasihukumyang 
diangapsesuaiuntukmenyelesaikankonflikdilihatdarikarakteristikmasyarakat di 
KecamatanModoinding, yaituformulasihukum yang 
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memperhatikandanmempertimbangkanperaturanyang mengaturunsur-
unsurpemberianwewenangkhususkepadapihakkepolisiansepertifungsiintelijen 
yang mengaturtentangpedekteksiansumberpotensikonflik, 
aturanmengenaitindakanberanibertindaktegasuntukmengambilresikotanpakera
guanbertindaktidakprofesionalkarena HAM.Serta aturanhukum yang 
memperhatikanhukumadat. 
B. Saran 
Setelahmelakukanpenelitiandanmenganalisis data yang diperoleh, 
beberapahal yang dapatdisarankanadalah: 
1. MasyarakatModoinding yang 
merupakansukubangsaMinahasadiharapkantidakmembatasipengaplikasiannor
mahanyasebataskepadalingkungankeluarga, sub-
etnismaupunpergaulandalamkelompokkecil. Penerapannorma-norma yang 
hidupdalammasyarakatdiaplikasikankepadasesamamasyarakatsukubangsaMin
ahasaataupunpadamasyarakatbedasuku, 
tidakterbatashanyapadakalangansendiri.Pemerintahmelaluiaparat-aparat 
Negara yang berwenangmelakukantrobosansuatupendidikan non-formal 
untukmelakukakanpendidikannormagunamembentukkarakteristikmasyarakat
Modoinding. 
Baikitupendidikandalamruanglingkupkeluargaataulingkunganpergaulansehari-
haridiluarpendidikan formal. 
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2. Pemberlakuanhukum yang tegas yang 
memilikisanksimaksimaldiharapkandapatmemberikanefekjerabagi para 
pelaku, denganmaksudmemberikanancamanpsikologikepadamasyarakat agar 
kedepannyatidakmelakukanperbuatan yang dapatmemicuterjadinyakonflik 
horizontal di KecamatanModoinding, KabupatenMinahasa Selatan, Provinsi 
Sulawesi Utara. 
Pemerintahmelaluiaparat-aparat Negara yang berwenang, 
melakukanpengontrolanperedaranminumankeras, khususnyajenis cap tikus, 
karenamasyarakat yang 
berlatarbelakangpetaniinilebihsukamengkonsumsiminumanjenisinikarenaterg
olongmurahdanmudahdidapat. Penyitaandanpemusnahanjenis-
jenisminumankeras yang beredar di 
KecamatanModoindingKabupatenMinahasa Selatan 
sertamemperkuatkekuatanhukummengenaiperedarandankonsumsiminumanker
as.  
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